
84
Vol. 20 No. 1, Februari 2015

INDONESIAN FEMINIST JOURNAL

Culture, Tradition and 
Custom

Budaya, Tradisi, 
Adat

Diterbitkan oleh: 

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga 
jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik 

dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di 
Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara 
gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke 

seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, 
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui 
kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi 

kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada 
perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan 
penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan 

penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah 
pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal 
Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal 
Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat 

Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

�� SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun

�� SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun

�� SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun

�� SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima 
informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap 

event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai beriktut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416
- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org 

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@
jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 
setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan 

Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



Pendiri
Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

Dewan Pembina
Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

Pemimpin Redaksi
Dr.Phil. Dewi Candraningrum

Dewan Redaksi
Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas 

Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum 

Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL 

Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University 

California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, 

Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty 

of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik 

Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB 

Universitas Indonesia)

Mitra Bestari
Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, 

Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas 

Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas 

Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas 

Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, 

Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, 

University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern 

University)
Ro’fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, 

University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, 
University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas 
Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, 
Carleton University) 

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet 
Marburg)  

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan 
Masyarakat & Gender, Auckland University of 
Technology)  

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, 
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama 
University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University 
California, Riverside) 

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, 
Universiteit van Amsterdam)   

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, 
Goethe University Frankfurt) 

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & 
Gender, University of Copenhagen)

Redaksi Pelaksana
Elisabeth Anita Dhewy Haryono

Sekretaris Redaksi
Andi Misbahul Pratiwi

Sekretariat dan Sahabat Jurnal Perempuan
Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

Desain & Tata Letak
Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas, 
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com 

Website: 
www.jurnalperempuan.org 

Cetakan Pertama, Februari 2015

ISSN 1410-153X

Vol. 20 No. 1, Februari 2015



ii

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015

84

Catatan Jurnal Perempuan: Budaya, Tradisi, Adat.................................................................................................. iii-iv

Artikel / Articles

•	 Perempuan Adat dan Hak Ulayat dalam Konflik Agraria: Kajian Ekofeminisme / Indigenous Women 
and Customary Rights in Agrarian Conflicts: a Study of Ecofeminism.......................................................... 1-9

Sapariah Saturi

•	 Sang Hyang Dedari: Perempuan Bali dalam Pendekatan Skizoanalitik / Sang Hyang Dedari: 
Balinese Women in Schizoanalytic Approach...................................................................................................... 11-18

Saraswati Dewi

•	 Otoritas Tubuh Perempuan dalam Upacara Nengget Tanah Karo: Kajian Akar Kekerasan Terhadap 
Perempuan / Authority of Women’s Bodies in Nengget Tanah Karo Ritual: a Study of Root of Violence 
against Women.......................................................................................................................................................... 19-26

Lorensia Berlian Br Brahmana

•	 Bagaimana Membeli Perempuan? Status Perempuan Kristen Batak dalam Tradisi Perkawinan / 
How to Purchase a Woman? Status of Christian Batak Women in Marriage Tradition............................... 27-33

Nurseli Debora Manurung

•	 Tradisi Nikah-Paksa di Madura: Perspektif Sosio-Legal Feminisme / Tradition of Forced-Marriage in 
Madura: a Perspective of Socio-Legal Feminism.................................................................................................. 35-42

Masthuriyah Sa’dan

•	 Wanita, Wani Ing Tata: Konstruksi Perempuan Jawa dalam Studi Poskolonialisme / Wanita, Wani 
Ing Tata: a Construction of Javanese Women in Postcolonial Studies............................................................. 43-49

Wasisto Raharjo Jati

•	 Kritik Amina Wadud dalam Tradisi Penafsiran Alquran: Kajian Hermeneutika Feminisme / Amina 
Wadud’s Criticism against Misogynistic Interpretation of Quran: a Study of Hermeneutic Feminism...... 51-56

Mardety

•	 Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua & Jakarta / Culture, Sex and Religion: a 
Study of Contract-Marriage in Cisarua and Jakarta........................................................................................... 57-64

Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / Interview

•	 Ahmed Fekry Ibrahim (Islamic Law, McGill Inst of Islamic Studies, Montreal): “Islam Pra-Modern 
mengenal Kesetaraan lebih baik daripada Eropa” / Ahmad Fekry Ibrahim: “Pre-Modern Islam knew 
equality much better than Europe”..................................................................................................................... 65-67

Dewi Candraningrum

Kata dan Makna / Words and Meanings................................................................................................................... 69-70

Profil / Profile

•	 Alissa Wahid: “Harkat Perempuan dan Alam dalam Tradisi NU” / Alissa Wahid: “”Women’s dignity 
and nature within the tradition of Nahdlatul Ulama”........................................................................................ 71-75

Dewi Candraningrum

Resensi Buku/ Book Review

•	 Gus Dur, Sang Feminis / Gus Dur, The Feminist.................................................................................................. 77-79

Andi Misbahul Pratiwi

Budaya, Tradisi, Adat
Culture, Tradition and Custom



iii

Jalan, jejak dan praktik budaya, tradisi, adat dan 
hukum informal masih melekat, menyatu dan 
ada dalam praktik masyarakat Indonesia 

‘modern’. Jejak dari bahaya beberapa praktek tradisi 
seperti kawin-paksa, tes keperawanan, sunat 
perempuan, dan lain-lain bahkan masih utuh 
dipraktekkan di kota-kota yang diklaim sebagai lebih 
modern dari lokus-lokus masyarakat tradisional. 
Indonesia dibuat kaget oleh institusi kepolisian yang 
mewajibkan tes keperawanan pada calon polisi 
wanita pada November 2014 lalu. Tak hanya tes 
keperawanan yang menciderai hak perempuan tetapi 
praktek sunat perempuan juga masih subur di 
berbagai belahan dunia, dan praktek budaya ini telah 
menyumbang ¾ persen dari penyebab kematian 
anak-anak perempuan di Afrika, Asia Tengah dan 
Selatan. Praktik sunat perempuan juga masih ada di 
Indonesia. Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah 
menyatakan bahwa “kebebasan atas nilai budaya, 
tradisi dan adat yang melindungi moral tertentu 
harus berlandaskan pada prinsip bahwa ia tidak 
berbasis pada satu tradisi tunggal dan atau yang 
melanggar hak asasi manusia perempuan” (ICCPR, 
13 Nov 2012). Hampir seluruh agama-agama di dunia 
tak bebas dari jejak praktik-praktik yang 
membahayakan nyawa anak-anak perempuan, 
perempuan dan minoritas seksual. 

Hak agama dan hak budaya umumnya 
diekspresikan secara kolektif dan komunal, yang 
kemudian, pada tingkat tertentu, tak lagi ramah dan 
peduli pada perempuan dan minoritas rentan. 
Supremasi hak-hak individual dicurigai sebagai 
sesuatu yang berbau “barat” dan kemudian tidak 
kompatibel dan sesuai dengan kondisi Indonesia 
meski Indonesia telah mengadopsi sistem hukum 
dan kenegaraan demokratis yang menjunjung tinggi 
Hak Asasi Manusia (HAM). Ketegangan antara hak 
individu dan hak komunal ini tak hanya melibatkan 
matra gender, tetapi juga matra ras/etnis dan kelas 
sosial, ekonomi dan politik. Dan dalam hirarki matra 
tersebut, kemudian perempuan diwajibkan untuk 
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loyal pada agama atau kepercayaan atau sistem 
budaya yang bisa jadi merugikan dan bahkan 
melanggar hak-haknya. Kesetiaan perempuan dalam 
medan diskursif ini kemudian diuji dan melahirkan 
ekspresi-ekspresi yang terpolarisasi. Dalam kajiannya 
Bronwyn Winter (“Religion, Culture and Women’s 
Rights: Some general Political and Theoritical 
Consideration”  dalam Women’s Studies International 
Forum, Vol 29, Issue 4, July-August 2006, hal 381-393), 
menarasikan bagaimana kemudian HAM perempuan 
banyak terdistorsi, bias, dan mengalami pelanggaran 
hebat dalam praktek dan ritual agama dan sejumlah 
kepercayaan. Misalnya seperti praktik: pernikahan 
dini, sunat perempuan (membunuh hampir ¾ anak-
anak di Afrika), pemaksaan pakaian tertentu pada 
perempuan (misalnya jilbab pada perempuan di 
Aceh), pembunuhan perempuan untuk kehormatan 
keluarga (honor killing), dan lain-lain. 

Praktek tafsir atas agama yang lebih berbahaya, 
bahkan, juga menjadi trend pada dekade terakhir, 
seperti penembakan atas Malala yang menurut 
Taliban diharamkan bagi anak perempuan untuk 
sekolah. Tafsir, produksi legal, dan praktek atas 
sistem agama dan kepercayaan seringkali menciderai 
hak asasi manusia anak-anak perempuan. Forum 
Keyakinan, Kepercayaan & Pemajuan Hak 
Perempuan dan UNHC-HR (United Nations High 
Commissioner for Human Rights) menyatakan 
bahwa dunia harus melawan praktek diskriminasi 
dan intoleransi yang terus menaik dalam dekade 
terakhir atas nama agama dan aliran kepercayaan. 
Termasuk di dalamnya adalah melawan tradisi dan 
sistem kebudayaan yang jelas-jelas melanggar HAM 
Perempuan. Tradisi, kepercayaan dan nilai telah 
berubah sepanjang zaman, dan tak bisa lagi 
ditafsirkan sebagai praktek tunggal dan universal 
karena setiapnya berdiri dalam konteks masing-
masing. Adaptasi HAM dalam praktek-praktek 
tersebut tidak mudah karena sistem agama dan 
kepercayaan dianggap sebagai tunggal dan 
universal—padahal prakteknya sangat kontekstual 
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dan terikat budaya setempat. Hal ini kemudian 
memicu usaha-usaha untuk membuka ruang tafsir 
yang lebih ramah HAM perempuan. Ini kemudian 
membawa kemajuan, seperti dipromosikannya 
perempuan untuk dapat sekolah, atau menjadi hakim 
di Indonesia—sebuah hal yang mustahil terjadi di 
Timur Tengah, misalnya. Gerakan seperti Musawah, 
Kesetaraan, yang dipimpin oleh perempuan Muslim 

secara publik telah berhasil mengintegrasikan 
pengajaran Islam, hak universal manusia, nilai 
kesetaraan dan keadilan. Pendekatan mereka sangat 
sederhana, yaitu “agama tak lagi merupakan 
hambatan bagi kesetaraan perempuan dan sumber 
kebebasan bagi manusia”. (Dewi Candraningrum, 
Pemimpin Redaksi)
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Sapariah Saturi. Editor Mongabay Indonesia. Jl Pasang No 17, 
Gunung Batu,  Bogor, 16118

Perempuan Adat dan Hak Ulayat dalam Konflik Agraria: 
Kajian Ekofeminisme

Indigenous Women and Customary Rights in Agrarian 
Conflicts: a Study of Ecofeminism

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 1-9, 6 daftar pustaka.

This paper narrates indigenous women, land rights, indigenous forests 
and the status of women’s marginalization in the agrarian conflicts 
in Nusantara. Forests are not only as natural resource, but for indigenous 
peoples, they were seen as culture. Rivers and swamps are not only a 
source of food. These are also the culture of indigenous women. Rivers 
and swamps are source for indigenous women in teaching their children 
to survive in nature. Since the presence of monoculture plantations, 
mining, etc., then they lose their cosmology (logos on beauty). Not only 
that the beauty is lost, but also acute environmental pollution that affect 
birth of disable infants.

Keywords: indigenous women, land rights, agrarian conflict.

Kajian ini menarasikan perempuan adat, hak ulayat, hutan adat dan 
terpinggirnya status perempuan dalam konflik-konflik agraria di 
nusantara. Hutan tak hanya sumber daya alam, tetapi bagi masyarakat 
adat dipandang sebagai sebuah budaya. Sungai dan rawa tak hanya 
sumber pangan. Ia juga budaya warga. Sungai-sungai dan rawa itu  
tempat perempuan-perempuan adat mengajari anak-anak mereka 
menyelamatkan diri dan bertahan di air. Sejak hadirnya perkebunan 
monokultur, tambang, dan lain-lain, kemudian mereka kehilangan 
kosmologinya. Tak hanya keindahan yang hilang, juga pencemaran 
lingkungan yang akut berdampak pada kelahiran bayi-bayi yang kemudian 
cacat. 

Katakunci: perempuan adat, hak ulayat, konflik agraria.

Saraswati Dewi. Dept Filsafat, FIB Universitas Indonesia. 
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528, 

+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038 

Sang Hyang Dedari: Perempuan Bali dalam Pendekatan 
Skizoanalitik

Sang Hyang Dedari: Balinese Women in Schizoanalytic 
Approach

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 11-18, 10 daftar 
pustaka.

Sang Hyang Dedari Dance in religious ceremonies is not only aimed 
vertically to Sang Hyang Widhi, but also bearing horizontal objectives, 
to sustain stable structure in Bali society. This study aims to describe 
the layers of the society, so it can be understood critically what is 
meant by women of Bali—that the multicultural discourse, indigenous 
women celebrate the customs and traditions as an act against the root 
of patriarchy. Yet there is always a need to reexamine the roots. Root 
is not absolute, and a single tone, but rhizomes that question the 
hegemony of the hierarchy in winning gender equality against patriarchal 
subordination.

Keywords: dance Sang Hyang Dedari, Balinese women, skizoanalytics.

Tari Sang Hyang Dedari dalam upacara keagamaan tidak hanya bertujuan 
vertikal terhadap Sang Hyang Widhi, tetapi ada tujuan horizontal, untuk 
merawat suatu struktur dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguraikan lapisan-lapisan yang tersamar, sehingga dapat dipahami 
secara kritis apa yang dimaksud dengan perempuan Bali. Bahwa dalam 
diskursus multikultural, perempuan adat merayakan adat dan tradisi 
sebagai perawatan terhadap akar. Tetapi perlu ada penyegaran pengertian 
terhadap akar. Akar bukanlah yang absolut, satu dan tunggal, tetapi 
rhizoma, yang mencuat, menerobos hegemoni hirarki dan melahirkan 
kuncup-kuncup entitas baru dalam memenangkan kesetaraan atas 
subordinasi patriarki. 

Kata Kunci: tari Sang Hyang Dedari, perempuan Bali, skizoanalitik.

Lorensia Berlian Br Brahmana. Univ Padjajaran & Caritas 
Indonesia. Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, 

Jawa Barat 45363 Phone:(022) 84288828

Otoritas Tubuh Perempuan dalam Upacara Nengget Tanah 
Karo: Kajian Akar Kekerasan Terhadap Perempuan

Authority of Women’s Bodies in Nengget Tanah Karo Ritual: 
a Study of Root of Violence against Women

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 19-26, 8 daftar 
pustaka.

This writing discuss women’s body authority in Nengget Ceremony in 
Karo Land that attacked by the disaster of Sinabung Mountain eruption. 
The patriarkal construction in the traditional custom and culture as well 
the religion interpretation has become the tool which has contributed 
to legalize the woman’s oppression in Karo Regency. This writing will 
discuss how the patriarkal domination in the traditional marriage was 
built through traditional relation model which legitimated the concept of 
man absolute ownership over women’s property, status, role, and body. 
This writing will discuss the influence of the relation model of violence 
in family. 

Keywords: Tanah Karo, Nengget ceremony, body authority.

Tulisan ini membahas tentang upacara Nengget—gambaran kehidupan 
perempuan-perempuan di Tanah Karo, tanah yang saat ini dikenal karena 
sedang dilanda oleh bencana alam erupsi Gunung Sinabung. Konstruksi 
patriarki dalam istiadat dan budaya Tanah Karo berkontribusi dalam 
melegalkan opresi terhadap hak-hak asasi perempuan. Tulisan ini akan 
membahas bagaimana dominasi patriarkal dalam adat istiadat perkawinan 
yang dibangun melalui model relasi tradisional yang melegitimasi konsep 
kepemilikan seutuhnya oleh laki-laki terhadap properti, status, peranan 
dan tubuh perempuan. Pada akhir tulisan ini akan dibahas bagaimana 
pengaruh dari model relasi tersebut terhadap kekerasan rumah tangga 
yang dialami oleh perempuan-perempuan di Tanah Karo.  

Kata Kunci: Tanah Karo, upacara Nengget, otoritas tubuh.
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Nurseli Debora Manurung. Sekolah Tinggi Bibelvrouw 
HKBP, Laguboti-Toba Samosir-Sumut. Jln. D. I. Panjaitan No. 

1,Laguboti, Sumatera Utara, Indonesia 

Bagaimana Membeli Perempuan? Status Perempuan 
Kristen Batak dalam Tradisi Perkawinan

How to Purchase a Woman? Status of Christian Batak 
Women in Marriage Tradition

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 27-33, 10 daftar 
pustaka.

This paper shows encounter of two traditions in marriages (Christianity-
based and Batak Tradition-based), both are marginalizing women status. 
Church tradition and Toba Batak tradition are both patriacharl. They 
have different background contexts, but both subordinate women. The 
texts which is often used in liturgical marriage tradition describe women 
as those being led by men, thus led by God. In Toba Batak traditional 
marriages, a term called sinamot means as paying marriages. Many 
people say that sinamot is tuhor ni boru, literally means “woman-buying 
money.” Based on the roles of women and based on human rights of 
women, women are not dituhor, are not bought.

Keywords: liturgical marriage tradition, Toba Batak traditional marriages, 
sinamot, tuhor ni boru. 

Tulisan ini hendak menunjukkan perjumpaan dua tradisi dan budaya 
perkawinan yang saling menyuburkan internalisasi status perempuan. 
Keduanya ialah tradisi liturgi perkawinan dalam gereja dan tradisi 
perkawinan adat Batak Toba. Tradisi gereja dan tradisi adat datang 
dari dua dunia yang berbeda. Mereka mempunyai perbedaan latar 
belakang konteks, tetapi sama-sama menstereotipe dan mensubordinasi 
perempuan. Teks yang sering dipergunakan dalam tradisi liturgi 
perkawinan menggambarkan perempuan distereotipe dalam ketundukan 
kepada suami sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan. Teks tradisi 
liturgi perkawinan yang patriarki itu hadir di tengah-tengah masyarakat 
Batak yang juga patriarki. Masyarakat ini sangat kental dengan adat. Salah 
satunya ialah perkawinan adat Batak Toba dengan sinamot yang diartikan 
sebagai pembayaran perkawinan. Banyak yang menyebut sinamot 
sebagai tuhor ni boru, arti harafiah “uang beli perempuan.” 

Kata Kunci: tradisi liturgi perkawinan, perkawinan adat Batak Toba, 
sinamot, tuhor ni boru.

Masthuriyah Sa’dan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 55281

Tradisi Nikah-Paksa di Madura: Perspektif Sosio-Legal 
Feminisme

Tradition of Forced-Marriage in Madura: a Perspective of 
Socio-Legal Feminism

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 35-42, 14 daftar 
pustaka.

Forced-marriage is a Madurese tradition that forces daughters to marry 
to men being chosen by the parent. Usually they are betrothed while still 
in the womb or as a child. Average age of girls being married are under 
18 years old. Even in some cases they were being wed on their 12-15 age. 
The preservation of the tradition can be found in certain areas in Madura 
such as Bangkalan, Sampang, Pamekasan and Sumenep. This tradition 
was formed because of customary law which merged with religious 
understanding of Madurese community about Islam, supported also by 
the economic conditions and low levels of education.

Keyword: girls, tradition of forced marriage, customary law and Islam. 

Tradisi nikah paksa adalah sebuah kebiasaan masyarakat Madura dalam 
menjodohkan atau menikahkan anak perempuannya secara paksa 
dengan lelaki pilihan orang tua. Biasanya mereka dijodohkan ketika 
masih dalam kandungan atau masih anak-anak. Umumnya usia anak 
perempuan yang dinikahkan di bawah 18 tahun. Bahkan ada yang berusia 
sekitar 12-15 tahun. Pelestarian warisan leluhur tersebut bisa dilihat di 
beberapa daerah tertentu di Madura meliputi Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan dan Sumenep. Tradisi ini terbentuk karena hukum adat yang 
melebur dengan pemahaman keagamaan masyarakat Madura tentang 
Islam, didukung pula dengan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan 
yang rendah.  

Kata Kunci: anak perempuan, tradisi nikah paksa, hukum adat dan Islam.
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Wanita, Wani Ing Tata: Konstruksi Perempuan Jawa dalam 
Studi Poskolonialisme

Wanita, Wani Ing Tata: a Construction of Javanese Women 
in Postcolonial Studies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 43-49, 1 tabel, 5 
daftar pustaka.

Notion of “wani ing tata” basically is manifestation of noble conception 
to regard women having dignity in society. That actualization then 
explained in dual roles which operated in both areas; domestic and social 
engangement. The words “wanita” basically has been encountered in 
three social realms such as “wanodya” and “putri”. Those three concepts 
symbolized multifunctional roles that ascribed women as educator, nurse, 
and balancer. Javanese women leadership proved by prominent famous 
figure like Queen Shima, Tribhuana Tungga Dewi, and Suhita. In this case, 
its conception has ramified into both others notion; ardhaneswari and 
prameswari. Prameswari can be understood as main women; meanwhile 
ardhananeswari can be explained as tough and strong women. The 
emergence of patriarchal system into sociey reduced concept of “wani 
ing tata”. It puts women as inferior symbolized by “kasur”, “pupur’, and 
“sumur”. 

Keywords:  Javanese Women, “Wani Ing Tata”, emancipation, 
domestification.

Konsep “wani ing tata” adalah konsep luhur yang menempatkan wanita 
sebagai makhluk yang memiliki posisi terhormat dan bermartabat. 
Dalam sistem matrifokus disebutkan bahwa wanita Jawa sebenarnya 
adalah wanita perkasa yang mampu mengatur kaum pria maupun 
lingkungannya. Kata wanita sendiri sebenarnya merupakan status fungsi 
dari ketiga fungsi yang dijalankan oleh wanita selain halnya “wanodya” 
dan “putri”. Ketiganya menyimbolkan adanya multifungsi peran wanita 
baik sebagai pengasuh, pendidik, maupun penyeimbang. Hal itu terdapat 
dalam contoh munculnya Ratu Shima, Tribhuana Tungga Dewi, maupun 
juga Suhita dalam kepemimpinan Jawa. Dalam hal ini, pula berlaku 
pula  konsep turunan dari “wani ing tata” yakni “prameswari” dan juga 
“ardhananeswari” untuk menjelaskan kedudukan utama wanita.  Adapun 
prameswari sendiri dapat diartikan sebagai bentuk hadirnya wanita 
utama sedangkan ardhananeswari sendiri dapat dipahami sebagai 
bentuk wanita perkasa. Adalah sistem patriaki yang kemudian mereduksi 
konsep “wani ing tata menjadi bagian dari sistem patriaki. Konteks “wani” 
tidak lagi dimaknai sebagai bentuk aktualisasi diri status perempuan, 
akan tetapi lebih kepada pemenuhan kepentingan suami. Namun 
perlahan konsep itu berubah seiring dengan menguatnya patriarki dalam 
masyarakat. Hal itulah yang kemudian diwujudkan dalam semboyan 
kasur, pupur, dan sumur. 

Kata-kata kunci: Wanita Jawa, “wani ing tata”, emansipasi, domestifikasi.
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Kritik Amina Wadud dalam Tradisi Penafsiran Alquran: 
Kajian Hermeneutika Feminisme

Amina Wadud’s Criticism against Misogynistic 
Interpretation of Quran: a Study of Hermeneutic Feminism

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 51-56, 15 daftar 
pustaka.

This paper is an analysis of Amina Wadud’s thinking about Islam and the 
status of women, especially regarding gender bias in the interpretation 
of the Alquran. Methodological problems in the interpretation of the 
Alquran has led gender issues that disadvantage women. Gender issues 
in the interpretation has made women subordinate, scapegoated, 
subordinated and oppressed. Thus, in order to achieve gender equality, 
Wadud dismantles gender bias in the interpretation of the Qur’an and 
reveal the darkness of the status of women. Furthermore, Wadud first 
interpretation offered by women, an interpretation which echoes the 
voice of women in the Qur’an.

Keywords: gender bias, commentary on the Qur’an, equality and gender 
justice.

Tulisan ini merupakan analisis  pemikiran Amina Wadud mengenai 
Islam dan status perempuan, khususnya mengenai bias gender dalam 
penafsiran Alquran. Problem metodologis dalam penafsiran Alquran telah 
melahirkan isu-isu gender yang merugikan perempuan. Isu-isu gender 
dalam tafsir telah membuat kaum perempuan menjadi subordinat, 
dikambinghitamkan, dinomorduakan dan ditindas. Maka itu, dalam 
upaya  mencapai kesetaraan dan keadilan gender, Wadud membongkar 
bias gender dalam tafsir Alquran dan menyingkap tabir kegelapan status 
perempuan.Selanjutnya, Wadud mempersembahkan tafsir pertama oleh 
perempuan, sebuah tafsir yang mengumandangkan suara perempuan 
dalam Alquran.

Kata Kunci: bias gender, tafsir Alquran, kesetaraan dan keadilan gender. 
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Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua 
& Jakarta 

Culture, Sex and Religion: a Study of Contract-Marriage in 
Cisarua and Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015, hal. 57-64, 13 daftar 
pustaka.

This research is about temporary marriage in the areas of ​​Cisarua and 
Jakarta. The Islamic discourse in the Arabic culture  views temporary 
marriage as positive to avoid promiscuity (zina). This research indicates 
that the practice of temporary marriage is manipulation of religion and 
degradation of Indonesian women. The dominance of Arabic culture in 
Cisarua influenced the subjectivity and sexuality of women in Indonesia. 
Respect for the identity of Indonesian women have faded because 
Indonesian cultural values ​​are not upheld, overpowered by Arabic-
patriachal culture and the fact that poverty is still an issue. Temporary 
marriage is basically prostitution legalized under the pretext of religion. 
Temporary marriage and siri marriage cannot be distinguished because 
both exploits the female body.

Keywords: culture, religion, sex, temporary-marriage.

Penelitian kawin kontrak di daerah Cisarua dan Jakarta menunjukkan 
bahwa ada manipulasi budaya dan agama. Khusus di daerah Cisarua 
dominasi budaya Arab menguat dan mempengaruhi subyektivitas serta 
seksualitas perempuan Indonesia. Penghargaan terhadap identitas dan 
eksistensi perempuan Indonesia telah luntur karena nilai-nilai budaya 
Indonesia tidak dipertahankan serta faktor kemiskinan yang menyeruak. 
Kawin kontrak adalah prostitusi semata yang “dilegalkan” dengan dalih 
agama. Di Cisarua kawin kontrak dan kawin siri tidak dapat dibedakan 
karena sama-sama dapat dipandang mengeksploitasi tubuh perempuan.

Kata Kunci: budaya, agama, seks, kawin kontrak.
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Pendahuluan

Di tengah hadirnya perjuangan feminisme dan 
kesadaran akan kesetaraan gender, eksistensi 
perempuan yang masih termarginalkan dan 
tersubordinasi dalam kehidupan masyarakat 
merupakan salah satu masalah yang sangat 
kontekstual. Sampai saat ini, perempuan dan laki-
laki masih diterima sebagai dua entitas yang berbeda 
dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. 
Permasalahan yang menggambarkan perbedaan 
yang cukup penting antara laki-laki dan perempuan 
tidak terlepas dari deretan sejarah panjang yang 
dapat dirunut dari sejarah penciptaan manusia, mulai 
dari zaman Yunani kuno, zaman kolonialisme, hingga 
zaman modern. Dalam sejarah narasi agama baik 

dalam Kristen, Muslim, Budha, Hindu dan agama 
lainnya laki-laki selalu muncul menjadi tokoh-tokoh 
yang memanifestasi bentuk ketaatan manusia. Nabi-
nabi yang berperan dalam konteks agama pada 
umumnya adalah laki-laki sehingga interpretasi 
terhadap narasi ajaran agama yang disampaikan 
kepada manusia adalah menurut perspektif laki-laki. 
Misalnya, Adam diciptakan terlebih dahulu sebelum 
Hawa. Hawa digambarkan sebagai perempuan yang 
mengajak laki-laki untuk jatuh ke dalam dosa. Bahkan 
konsep interpretasi terhadap kebaikan dan kesalehan 
seorang perempuan pun merupakan hasil cipta karsa 
dan karya laki-laki. Dalam agama Kristen misalnya 
digambarkan perempuan yang taat adalah 
perempuan yang harus tunduk kepada suaminya. 

Artikel / Article

Otoritas Tubuh Perempuan dalam Upacara Nengget 
Tanah Karo: Kajian Akar Kekerasan Terhadap 

Perempuan
Authority of  Women’s Bodies in Nengget Tanah Karo Ritual: a Study of  Root of  

Violence against Women
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Phone:(022) 84288828 
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Naskah Diterima 22 Desember 2014. Direvisi 4 Januari 2015. Disetujui: 15 Januari 2015

Abstract

This writing discuss women’s body authority in Nengget Ceremony in Karo Land that attacked by the disaster of Sinabung Mountain 
eruption. The patriarkal construction in the traditional custom and culture as well the religion interpretation has become the tool 
which has contributed to legalize the woman’s oppression in Karo Regency. This writing will discuss how the patriarkal domination in 
the traditional marriage was built through traditional relation model which legitimated the concept of man absolute ownership over 
women’s property, status, role, and body. This writing will discuss the influence of the relation model of violence in family. 

Keywords: Tanah Karo, Nengget ceremony, body authority.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang upacara Nengget—gambaran kehidupan perempuan-perempuan di Tanah Karo, tanah yang saat ini 
dikenal karena sedang dilanda oleh bencana alam erupsi Gunung Sinabung. Konstruksi patriarki dalam istiadat dan budaya Tanah 
Karo berkontribusi dalam melegalkan opresi terhadap hak-hak asasi perempuan. Tulisan ini akan membahas bagaimana dominasi 
patriarkal dalam adat istiadat perkawinan yang dibangun melalui model relasi tradisional yang melegitimasi konsep kepemilikan 
seutuhnya oleh laki-laki terhadap properti, status, peranan dan tubuh perempuan. Pada akhir tulisan ini akan dibahas bagaimana 
pengaruh dari model relasi tersebut terhadap kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan-perempuan di Tanah Karo.  

Kata Kunci: Tanah Karo, upacara Nengget, otoritas tubuh.
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Dalam agama Islam dikonstruksikan bahwa 
perempuan yang saleh adalah perempuan yang 
menempatkan suaminya sebagai Imam (pemimpin) 
dan merestui seluruh keputusan suaminya termasuk 
untuk berpoligami. 

Narasi ini tidak terlepas dari nilai pemikiran laki-
laki yang menginterpretasikan kebaikan dalam relasi 
antar manusia yang menempatkan perempuan sesuai 
dengan kebutuhannya. Sehingga laki-laki yang 
menjadi tokoh-tokoh agama yang menjadi pionir 
penyebaran ajaran agama tersebut menggambarkan 
kebaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, 
misalnya perempuan yang saleh adalah yang tunduk 
pada laki-laki. Ketundukan perempuan terhadap 
laki-laki adalah satu bentuk kebutuhan laki-laki 
untuk dihargai dan dihormati. Jauh sebelum manusia 
mengenal sistem agama, konsep hegemoni laki-laki 
telah terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan berlaku secara universal. Sejarah panjang ini 
disampaikan secara turun menurun dari generasi ke 
generasi dan terkonstruksi dalam sistem yang 
dimulai dari sistem dalam institusi terkecil yakni 
keluarga. Sistem itu kemudian dilembagakan dan 
disosialisasikan ke ranah sosial budaya yang 
termanifestasi dalam adat. Kekuasaan patriarki 
selama berabad-abad telah merasuk ke dalam tubuh 
adat istiadat. Sayangnya, adat telah menjadi sebuah 
konsep yang disepakati masyakarat sebagai bentuk 
identitas sosial. Adat istiadat dipandang sebagai 
bentuk penerimaan sosial. Dalam masyarakat 
tradisional, orang yang tidak menghormati adat 
istiadat akan cenderung diisolasikan dari kehidupan 
sosial. Selain itu, adat juga dipandang sebagai bentuk 
ideologi yang menjadi faktor yang membentuk 
paradigma berpikir masyarakat. Adat juga dipandang 
sebagai kaidah yang mengatur kehidupan 
bermasyarakat. Sekalipun Undang-Undang Nasional 
merupakan konstitusi yang mengatur kehidupan 
masyakarat Indonesia, adat istiadat juga masih 
dipandang teguh sebagai konstitusi yang mengatur 
kehidupan sosial masyarakat. 

Suku Karo merupakan suku yang sampai saat ini 
memegang teguh adat istiadatnya. Sekalipun banyak 
masyarakat Karo yang merantau dan menetap di 
seluruh pelosok negeri bahkan sampai ke 
mancanegara, adat istiadat tetap dipandang sebagai 
sebuah nilai yang harus terus-menerus dipegang 
teguh dan diregenerasikan. Dalam sebuah 
pernikahan, adat perkawinan dipandang sama 
sakralnya dengan perkawinan secara agama. 
Kesakralan dalam adat sering dipandang sebagai 

sebuah keabsolutan. Sayangnya, keabsolutan ini 
seperti justru menjadi pemicu terjadinya kekerasan 
terhadap perempuan dalam kehidupan rumah 
tangga. Kekerasan terhadap perempuan yang sering 
terjadi di dalam kehidupan rumah tangga merupakan 
permasalahan privat yang telah menjadi isu publik. 
Akan tetapi, di Kabupaten Karo masih banyak 
kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 
yang cenderung tidak diangkat ke permukaan 
dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena 
dianggap sebagai aib keluarga. Kekerasan dalam 
rumah tangga merupakan perwujudan budaya 
patriarki sehingga masih ada anggapan bahwa 
kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang 
biasa. Menurut penelitian sebanyak 35 % perempuan 
yang telah menikah mendapatkan kekerasan fisik 
dari suaminya.1 Kesakralan adat Karo dengan 
patriarkinya telah menjadi salah satu faktor yang 
memberikan sumbangsih yang besar terhadap 
terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam 
rumah tangga. 

Perempuan dalam Sistem Perkawinan Adat Karo

Sistem patrilinear yang dianut masyarakat Karo 
berimplikasi pada perbedaan kedudukan antara laki-
laki dan perempuan dalam struktur sosial. Perbedaan 
terhadap laki-laki dan perempuan mencakup 
berbagai aspek. Salah satu aspek yang menonjol 
adalah dalam adat istiadat perkawinan. Sebelum 
laki-laki dan perempuan bersatu untuk membentuk 
keluarga ada beberapa tahapan yang harus dijalani 
dalam adat suku Karo. Rangkaian adat pra-
perkawinan terdiri dari Maba Belo Selambar, Nganting 
Manuk, Upacara Peradaten, Mukul, Ngulihi Tudung/
Bulang). Masing-masing rangkaian acara memiliki 
tata cara dan makna tersendiri yang diatur 
pelaksanaannya bersama kerabat yang lain. Maba Belo 
Selambar merupakan acara untuk meminang gadis 
yang bertujuan untuk menanyakan kesediaan gadis 
beserta orang tuanya dan juga sanak familinya untuk 
menikah dengan pria. Dalam acara ini pihak keluarga 
laki-laki mendatangi keluarga perempuan. Jika telah 
mendapatkan persetujuan dari keluarga perempuan, 
maka ditentukanlah kapan untuk mengadakan acara 
selanjutnya yakni, Nganting Manuk. 

Selain pelaksanaan resepsi adat pernikahan, hal 
yang dibicarakan dalam acara Nganting manuk adalah 
mengenai uang mahar yang diberikan oleh laki-laki 
kepada pihak perempuan. Dalam adat Karo, ketika 
seorang laki-laki hendak menikahi seorang 
perempuan maka pihak laki-laki yang terdiri dari 
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keluarga inti dan keluarga besarnya akan memberikan 
mas kawin. Pada awalnya, dalam sejarah perjalanan 
adat istiadat suku Karo, mas kawin ini berupa benda-
benda pusaka yang dimiliki keluarga pria, namun 
seiring dengan perkembangan zaman karena sulitnya 
menemukan benda-benda pusaka ini maka mas 
kawin diganti menjadi uang dan juga kain adat. Uang 
mahar ini dikenal dengan istilah gantang tumba. Uang 
mahar ini diberikan kepada keluarga besar dan orang 
tua perempuan. Jumlahnya ini berkisar antara 50.000-
1.500.000 tergantung masing-masing desa yang 
terletak di Kabupaten Karo. 

Akibat adanya uang mahar ini maka sang 
mempelai perempuan setelah menikah harus 
mengikuti suaminya. Secara otomatis klannya 
(kelompok kekerabatan) berpindah ke dalam klan 
suaminya. Uang jujur ini dianggap sebagai mahar 
untuk melegitimasi kepemilikan laki-laki atas 
perempuan sehingga seolah-olah perempuan telah 
dibeli2. Perempuan sudah dianggap kelompok lain 
dalam klan orang tuanya karena sudah dibeli. Oleh 
karena itu uang jujur ini disebut sebagai “penukur” 
(pembelian). Konsekuensi sosial dari sistem mahar/
uang jujur ini adalah adanya pandangan bahwa 
perempuan setelah menikah telah berada sepenuhnya 
dalam area dominasi laki-laki. Setelah istri berada di 
pihak suami segala perbuatannya harus mendapatkan 
persetujuan suami baik dalam hubungan kekerabatan 
maupun dalam hubungan masyarakat. 

Sekalipun ada permasalahan yang muncul dalam 
kehidupan keluarga, orang tua perempuan tidak 
diperkenankan untuk ikut campur dalam kehidupan 
anak dan menantunya. Sekalipun ada kekerasan atau 
perlakuan yang kurang berkenan dari pihak keluarga 
laki-laki atau sang suami itu sendiri, perempuan 
dipandang tidak menghormati aturan adat apabila ia 
mengadu kepada orang tuanya. Yang dituntut dalam 
adat istiadat adalah jika terjadi permasalahan dengan 
sang suami, perempuan harus lebih cenderung 
mengungkapkan kepada mertuanya (ibu dari sang 
suami). Sayangnya yang terjadi adalah sang mertua 
tidak bisa dengan objektif memberikan nasihat karena 
ada kecenderungan membela anaknya. Hal ini 
memberikan tekananan dan tuntutan yang lebih 
kepada perempuan untuk menerima perlakuan dari 
suami dan keluarga suaminya. Pemberlakuan uang 
jujur ini menjadikan perempuan dipandang sebagai 
komoditas pernikahan yang membentuk sistem yang 
memarginalkan dan menyubordinasikan kaum 
perempuan. 

Selain konsep uang jujur, logika dominasi 

patriarkal terlihat dalam konstruksi konsep adat 
istiadat perkawinan suku Karo. Dalam adat Karo 
berlaku sebuah perkawinan yang disebut dengan 
Erdemu Bayu, yakni sebuah perkawinan antara 
sepupu di mana ayah dari perempuan bersaudara 
dengan ibu dari laki-laki. Hubungan antara sepupu 
ini dikenal juga dengan sebutan impal. Dalam adat 
masyarakat Karo budaya perjodohan dengan impal 
ini sudah sangat lazim dilakukan. Sebenarnya, dalam 
perjodohan dengan impal saat perempuan ditanya 
oleh pihak keluarga laki-laki, maka keputusan 
sepenuhnya ada pada perempuan. Namun pada 
pelaksanaannya, menurut adat, orang tua perempuan 
berkewajiban untuk menerima lamaran tersebut.3 
Dalam hal ini, perempuan tidak sepenuhnya memiliki 
kebebasan dalam menentukan pilihannya. Dalam 
kondisi tersebut sering kali perempuan dihadapkan 
pada keinginannya sendiri namun harus menjaga 
agar hubungan kedua keluarga tidak rusak. Untuk 
tetap bisa menjaga hubungan antar keluarga, 
perempuan akhirnya memilih perjodohan tersebut. 

Dikotomi Peran Gender 

Dalam pandangan konvensional, pembagian 
peran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan 
istri berada pada dua wilayah. Wilayah privat yakni 
meliputi rumah tangga termasuk urusan dapur 
diserahkan kepada perempuan. Sementara wilayah 
publik yang terdiri dari kantor, ranah politik, 
musyawarah desa, perdagangan, pertaninan, dan 
lain-lain digenggam oleh laki-laki. Laki-laki 
diharapkan sebagai tumpuan keluarga dalam 
mencari nafkah. Sedangkan perempuan dianggap 
sebagai pendukung laki-laki yang berperan penting 
dalam urusan rumah tangga. Sekalipun pembagian 
peranan ini masih belum mencapai puncak kesetaraan 
tetapi dalam tatanan masyarakat pembagian peran 
ini setidaknya dianggap sebagai bentuk keseimbangan 
antara tugas laki-laki dan perempuan. 

Di dalam keluarga pada masyarakat suku Karo 
sering terjadi pembagian peran yang tidak  seimbang 
antara laki-laki dan perempuan. Tuntutan pemenuhan 
nafkah keluarga tidak semata-mata dibebankan di 
atas pundak laki-laki saja seperti halnya dalam 
masyarakat patriarkal tetapi perempuan juga 
diharapkan turut serta berperan dalam hal ini apalagi 
jika pendapatan suami tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. Ketika proses adat perkawinan 
berlangsung, para kerabat yang hadir biasanya 
memberikan pesan kepada kedua mempelai dengan 
istilah sangap encari (semoga sukses dalam memenuhi 
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nafkah keluarga). Sementara itu, urusan rumah 
tangga termasuk dapur merupakan wilayah yang 
dianggap tabu untuk dimasuki oleh laki-laki. Bahkan 
dalam urusan pesta adat istiadat, perempuan selalu 
ditempatkan pada urusan dapur. Mereka menyiapkan 
makanan untuk seluruh tamu yang hadir dalam pesta 
adat baik pernikahan, memasuki rumah baru, 
maupun kematian. Dalam masyarakat Karo, sampai 
saat ini tidak berlaku sistem katering. Dalam satu 
pesta pernikahan dan kematian makanan harus 
dimasak secara beramai-ramai oleh kerabat yang 
disebut dengan anak beru. Secara hierarki adat, anak 
beru ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Akan 
tetapi untuk urusan memasak di dapur harus 
dipegang oleh anak beru yang perempuan.  

Tentunya dikotomi peran ini sangat membebani 
perempuan karena harus memainkan perannya 
secara ganda. Mata pencaharian utama dari 
masyakarat Tanah Karo khususnya yang berada di 
desa-desa termasuk di bawah kaki gunung Sinabung 
seperti: Desa Sukanalu, Desa Bekerah, Desa Simacem 
dan Desa Sigaranggarang, dan lain-lain adalah 
pertanian. Perempuan biasanya harus bangun subuh 
untuk memasak dan mempersiapkan bekal untuk 
makan siang di ladang dan juga bekal anak-anak ke 
sekolah. Mereka juga mencuci pakaian seluruh 
anggota keluarga di pagi hari karena sepanjang hari 
mereka akan berada di lahan pertanian apalagi saat 
musim taman, musim rumput dan musim panen. 
Fenomena yang juga tidak jarang ditemukan adalah 
saat istri pergi ke ladang untuk bekerja sementara 
suami hanya nongkrong di kedai kopi sambil bermain 
catur dengan teman-temannya. 

Walaupun telah seharian bekerja keras di ladang, 
setelah matahari terbenam perempuan kembali ke 
rumah dengan tanggung jawab memasak untuk 
makan malam serta mempersiapkan keperluan anak-
anak seperti menyeterika, membersihkan rumah, dan 
lain-lain. Dikotomi peran ini mengakibatkan jumlah 
jam kerja antara suami dan istri menjadi sangat tidak 
seimbang. Perempuan hampir tidak memiliki waktu 
untuk merawat dirinya. Perempuan juga tidak 
memiliki waktu dan kesempatan untuk berperan 
dalam musyawarah adat selain karena musyawarah 
adat itu sendiri membatasi peran perempuan untuk 
terlibat banyak di dalamnya. Peran ini diyakini oleh 
masyarakat Karo sebagai kodrat yang tidak dapat 
dihindari. 

Perempuan Tanpa Hak Waris dalam Adat Tanah 
Karo

Sistem perkawinan dengan menggunakan konsep 
uang jujur tidak hanya membawa konsekuensi pada 
status klan perempuan dalam kehidupan sosial 
masyarakat yang harus mengikuti suaminya dan 
hidup dalam lingkup dominasi sang suami. Hal ini 
juga berpengaruh pada status klan anak-anak yang 
kemudian lahir dari hasil perkawinan. Anak-anak 
akan mengikuti klan ayahnya dan hanya anak laki-
laki yang meneruskan klan keluarga dan berhak 
menerima warisan. Harta yang diperoleh selama 
perkawinan adalah milik suami. Anggapan bahwa 
anak perempuan suatu saat hanya akan dibeli oleh 
orang lain dan bukan penerus klan keluarga 
merupakan dasar dalam hukum adat suku Karo yang 
sejak dahulu tidak memberikan ruang pada anak 
perempuan sebagai ahli waris. Hukum waris di 
Tanah Karo telah berlaku sejak lama dan memiliki 
umur yang sama dengan sejarah budaya suku Karo 
itu sendiri. Adanya hukum adat ini melahirkan sistem 
kewarisan yang ditegakkan dengan prinsip bahwa 
anak laki-laki jauh lebih utama dari anak perempuan. 
Harta warisan harus dipertahankan dan tidak boleh 
berpindah ke tangan keluarga lain atas dasar 
perkawinan. 

 Dalam Pasal 852 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan tentang 
kedudukan antara laki-laki dan perempuan. “Anak-
anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan 
dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari 
kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga 
sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke 
atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau 
perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan 
kelahiran lebih dulu”4 Walaupun dalam Pasal KUHP 
tersebut dijelaskan tentang persamaan kedudukan 
antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh 
hak waris, kelonggaran dan ruang yang diberikan 
bagi hukum adat menutup kemungkinan bagi 
perempuan di Tanah Karo untuk mendapatkan 
bagian warisan dengan porsi yang sama dengan laki-
laki. Pada asasnya dalam susunan masyarakat Karo, 
anak perempuan hanya dapat memperoleh harta dari 
orang tuanya yang didasari atas belas kasihan 
saudara laki-lakinya dan juga pemberian yang 
dimaksud tergantung kemampuan orang tua mereka. 

Upacara Nengget: Perempuan Harus Melahirkan 
Bayi Laki-Laki

Hukum adat terkait ahli waris menjadi titik tolak 
lahirnya prinsip dalam masyarakat Karo bahwa anak 
laki-laki lebih penting daripada anak perempuan. 
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Anggapan akan pentingnya kehadiran anak laki-laki 
sebagai penerus marga dan ahli waris di tengah-
tengah keluarga memberikan satu nilai pada seorang 
perempuan bahwa ia akan memiliki harga atau nilai 
apabila mampu memberikan anak laki-laki kepada 
suami dan mertuanya. Secara ilmu biologi, kita 
mengetahui bersama bahwa proses reproduksi akan 
terjadi jika melibatkan perkawinan antara laki-laki 
dan perempuan. Tetapi hal ini cukup terabaikan 
karena dalam masyarakat tradisional Karo, jika ada 
seorang perempuan (istri) yang tidak dapat 
memberikan keturunan kepada suaminya maka 
perempuan merupakan objek yang dipandang 
sebagai sumber utama dari permasalahan ini. 
Perempuan dianggap sebagai aktor utama dalam 
reproduksi karena ia melahirkan. Dampak ironis 
yang sangat merugikan pihak perempuan tanah Karo 
adalah suami dibenarkan secara adat untuk menikah 
lagi guna mendapatkan keturunan laki-laki apabila 
hasil perkawinan dari istrinya hanya mendapatkan 
anak perempuan atau tidak bisa memberikan 
keturunan (mandul). 

Upacara Nengget merupakan salah satu upacara 
tradisional yang diyakini oleh masyarakat Karo 
khususnya di desa Kuta Rayat, Kecamatan Naman, 
Kabupaten Karo. Upacara ini dilakukan sebagai 
bentuk stimulus agar perempuan yang telah menikah 
namun belum mendapat keturunan atau yang belum 
memiliki anak laki-laki agar segera mendapatkannya. 
Proses pelaksanaan upacara ini dimulai dengan 
pertemuan rahasia yang dilakukan oleh kerabat dari 
keluarga perempuan yang belum memiliki anak 
ataupun belum memiliki keturunan laki-laki. 
Pertemuan dilakukan rahasia agar si istri yang tidak 
memiliki keturunan ataupun belum memiliki anak 
laki-laki tidak mengetahui rencana upacara ini karena 
upacara ini sengaja dilakukan sebagai kejutan kepada 
sang istri. 

Biasanya acara ini dilakukan pada malam hari 
pada saat keluarga yang akan diberikan kejutan 
upacara ini sedang berkumpul. Properti yang 
dipersiapkan untuk menunjang berlangsungnya 
upacara ini adalah air yang telah dicampur dengan 
berbagai ramuan, kemudian secara diam-diam adik 
ipar dari si istri yang berjenis kelamin laki-laki 
menyiramkan air tersebut kepada kakak iparnya 
dengan mengucapkan nasihat-nasihat agar sang 
kakak ipar segera dikaruniai anak/anak laki-laki. 
Pada waktu yang bersamaan gong dipukul dan 
kerabat-kerabat perempuan menari. Kemudian 
rombongan yang merencanakan pelaksanaan upacara 

ini segera masuk dan ikut menari bersama-sama.5 
Walaupun dalam anggapan masyarakat Karo bahwa 
upacara ini bermanafaat untuk istri yang belum 
mendapat anak maupun anak laki-laki, akan tetapi 
dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh kerabat 
sering kali seakan-akan menuntut bahwa sang 
perempuan harus segera memiliki keturunan/anak 
laki-laki. 

Model Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam 
Perkawinan Suku Karo

Menurut Diana R Garland, model relasi ada tiga 
jenis yaitu: model relasi tradisional, egalitarian dan 
model relasi partnership atau kemitraan. Di dalam 
model relasi tradisional, suami ditempatkan sebagai 
individu yang lebih dominan daripada perempuan. 
Model relasi ini menempatkan suami pada posisi 
tertinggi sedangkan istri hanya sebagai follower. 
Berbeda denga model relasi tradisional, model relasi 
egalitarian merupakan model relasi yang menekankan 
kesetaraan pasangan istri dan suami. Model relasi ini 
merupakan relasi perkawinan yang simetris.6 Jika 
model relasi egalitarian menekankan kesetaraan, 
maka model relasi partnership tidak lagi menekankan 
kesetaraan akan tetapi kesetaraan telah menjadi satu 
gaya hidup dalam hubungan suami istri sehingga 
apapun yang diputuskan, dilakukan, dan dijalankan 
dalam keluarga tidak mencerminkan adanya upaya 
mendominasi dari salah satu pihak. Misalnya, jika 
seorang istri mengambil keputusan dalam rumah 
tangga maka bukan berarti istri merendahkan 
suaminya begitu juga sebaliknya ketika suami 
mengambil keputusan dalam rumah tangga maka hal 
tersebut tidak diartikan istri sedang diatur atau 
disuruh untuk menunduk pada sang suami. 

Konstruksi sosial dalam adat Karo mengenai laki-
laki dan perempuan membentuk model relasi antara 
suami dengan istri dalam kehidupan keluarga. 
Pemberlakuan uang jujur dalam adat perkawinan 
Karo yang dipandang sebagai nilai tukar untuk 
membeli perempuan merupakan pondasi yang 
menghilangkan kesetaraan gender antara laki-laki 
dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Hal ini 
dikarenakan pemberlakuan mahar tersebut 
memberikan ruang bagi suami untuk mendominasi 
istrinya. Pandangan sosial terhadap uang jujur inilah 
yang menjadi pintu gerbang awal di mana model 
relasi tradisional itu dibentuk. Model relasi yang 
dibangun menciptakan pemahaman istri dan suami 
mengenai siapa dirinya dan siapa pasangannya. 
Pemahaman terhadap model relasi tradisional dalam 
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perkawinan masyarakat Karo telah menjadikan 
sebuah penerimaan yang tidak disadari oleh 
perempuan itu sendiri bahwa seolah-olah mereka 
adalah sosok yang memang berada di belakang 
suami. 

Model relasi ini membenarkan seluruh tindakan 
yang diambil suami merupakan bentuk ketetapan 
yang harus diterima oleh istri. Relasi suami istri 
dalam perkawinan masyarakat Karo harus disadari 
sebagai relasi yang tidak setara. Ketidaksetaraan ini 
berlawanan dengan eksistensi perempuan sebagai 
manusia yang seharusnya memiliki kebebasan 
sebagai individu yang bisa mampu menentukan 
pilihannya sendiri. Sangat menjadi jelas bahwa 
ketidaksetaraan ini sangat merugikan kaum 
perempuan yang telah menikah karena ia harus 
mengalami pergeseran status dari individu yang 
bebas menentukan kehidupannya sendiri menjadi 
individu yang kehidupannya berada di bawah 
dominasi orang lain setelah memasuki dunia 
pernikahan. Hak-hak asasi yang seharusnya menjadi 
hak perempuan diambil oleh suaminya. 

Pemberlakuan uang jujur yang membentuk model 
relasi tradisional dalam budaya Karo bukan hanya 
melegitimasi kepemilikan laki-laki atas kebebasan 
perempuan dalam menentukan keputusan dan 
tindakannya tetapi juga membenarkan 
kepemilikannya atas seluruh kepemilikan perempuan 
termasuk harta dan tubuh yang dimilikinya. Model 
relasi ini kemudian memengaruhi status perempuan 
itu sendiri dalam pembagian hak waris. Berakhirnya 
klan seorang perempuan dari keluarganya dan 
berpindah ke klan suaminya setelah pernikahan 
disahkan merupakan suatu titik awal di mana model 
relasi tradisional diterima oleh keluarga perempuan 
sebagai suatu kontrak perkawinan yang tidak tertulis. 
Kecenderungan manusia adalah mempertahankan 
harta yang dimilikinya dan meneruskan pada 
keturunannya. Model relasi tradisional yang berlaku 
dalam perkawinan suku Karo membuka peluang 
bahwa harta istri akan berpindah ke suami. Untuk 
menghindari hal ini Perkawinan Erdemu Bayu menjadi 
lazim dilakukan agar setidaknya kepemilikan itu 
masih berada di lingkungan keluarga dekat. 

Model relasi tradisional ini telah menjadi dasar 
utama dalam hukum adat sehingga perempuan di 
tanah Karo tidak memiliki hak untuk mendapatkan 
warisan dari orang tuanya karena membuka ruang 
yang sangat luas bagi kepemilikan seutuhnya oleh 
suami terhadap istri. Ketidaksetaraan dalam 
pembagian warisan antara laki-laki dengan 

perempuan dalam hukum adat Karo bukan 
merupakan konstruksi tentang kepemilikan itu 
sendiri tetapi sebagai akibat dari dominasi laki-laki 
terhadap perempuan dalam perkawinan yang 
dibangun dalam model relasi tradisional tersebut. 
Tentunya hal ini telah memangkas hak-hak 
perempuan Karo untuk mendapatkan perlakuan 
yang setara di mata hukum adat. 

Sesuai dengan teori feminis eksistensialis yang 
dikemukakan oleh Simone de Beauvouir yang 
menyatakan bahwa perempuan mengalami 
ketertindasan karena perempuan dianggap sebagai 
orang lain yang tidak bebas menentukan dirinya 
sendiri, sedangkan laki-laki adalah diri atau self yang 
bebas menentukan makna keberadaannya.7 
Perpindahan klan yang harus dijalani oleh perempuan 
setelah menikah sebagai hasil konstruksi budaya 
patriarki membuat perempuan dalam adat Karo 
dipandang oleh orang tuanya sebagai orang lain yang 
tidak diperhitungkan eksistensinya. Kendatipun 
telah menikah, perempuan tetap dipandang sebagai 
orang lain oleh suaminya karena klan dari suami 
serta kepemilikannya akan diteruskan kepada anak 
laki-lakinya bukan istrinya. Dalam konstruksi adat 
perempuan tidak bebas menentukan dirinya untuk 
mendapatkan status sebagai ahli waris sedangkan 
laki-laki memiliki kebebasan dalam menentukan 
keputusannya. Harkat dan martabat laki-laki lebih 
diutamakan daripada harkat dan martabat 
perempuan. 

Perempuan Yang Kehilangan Otoritas Tubuh

Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second 
Sex menyatakan bahwa “One is not born but rather 
becomes a woman.”8 Menurut perspektif Beauvoir, 
perempuan tidak menyadari ketubuhannya sendiri. 
Pemaknaan perempuan atas tubuhnya dipengaruhi 
oleh konstruksi budaya bukan oleh perempuan itu 
sendiri. Dalam budaya patriarki, tubuh perempuan 
wajib berfungsi sebagai milik penguasa. Rahimnya 
harus berfungsi sebagai reproduksi. Identitas semu 
ini mendasari perempuan dalam kehidupan sehari-
hari dalam membangun relasi. Tubuh tidak dianggap 
sebagai subjek yang memiliki hak identitas 
independen. Beauvoir menyatakan bahwa, bahkan 
sebelum memasuki masa pubertas, anak perempuan 
telah disiapkan secara seksual. Beauvoir menyatakan 
bahwa persiapan ini bukan berasal dari naluri diri 
perempuan sendiri, melainkan karena pengaruh 
orang lain terhadap dirinya dan indoktrinasi sejak 
tahun-tahun awal kelahirannya. Perempuan 
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dilahirkan dalam rahim sosial. Sejak kecil perempuan 
telah dibentuk untuk memiliki kesadaran bahwa 
dirinya berbeda dengan laki-laki dan laki-laki berada 
di posisi yang lebih tinggi dari perempuan dalam 
banyak hal.9

Stimulus yang diberikan oleh kerabat dan sanak 
famili kepada perempuan Karo agar segera bisa 
mendapatkan keturunan/keturunan laki-laki dalam 
upacara Nengget mengindikasikan bahwa rahim yang 
dimiliki oleh perempuan seolah-olah harus menjadi 
milik sosial. Pesan yang disampaikan oleh kerabat 
kepada perempuan untuk segera mendapatkan 
keturunan/ keturunan laki-laki menggambarkan 
bahwa sejak perempuan lahir, rahim yang merupakan 
bagian dari tubuhnya telah dikonstruksikan untuk 
menjadi milik suaminya, milik orang-orang, dan 
masyarakat. Seolah-olah factor sosial memilki 
wewenang penuh untuk membentuk wacana 
bagaimana seharusnya rahimnya diberlakukan.

Upacara Nengget menggambarkan bahwa 
identitas dari perempuan didefinisikan oleh otoritas 
sosial dan adat istiadat. Padahal seharusnya 
perempuan menyadari bahwa dia memiliki otoritas 
penuh terhadap rahimnya. Sehingga, dia secara bebas 
menentukan apakah dia memilih untuk memiliki 
anak atau tidak, memiliki anak laki-laki atau 
perempuan. Kesetaraan berarti kesamaan hak antara 
laki-laki dan perempuan untuk bebas menentukan 
keputusan tubuhnya tanpa ada satu pihakpun di luar 
dirinya yang dapat mengontrol tubuhnya. Kesetaraan 
berarti kesadaran bahwa masing-masing diri 
memiliki otoritas absolut atas dirinya. 

Dominasi patriarkal yang direalisasikan dalam 
upacara Nengget menjadi satu tradisi yang sangat 
mengkhawatirkan bagi perempuan. Upacara ini 
menjadikan perempuan gagal di dalam memahami 
tubuhnya. Kehadiran para kerabat secara diam-diam 
kemudian menyiramkan air dan memberikan pesan 
yang lebih mengarah kepada tuntutan agar 
perempuan memiliki anak laki-laki membuat 
perempuan tidak memiliki hak bicara atas tubuhnya. 
Tradisi ini menjadikan perempuan tidak berani 
memilih, tidak berani bersikap, dan tidak berani 
memutuskan atas segala sesuatu yang berkaitan 
dengan tubuhnya yang seharusnya menjadi otoritas 
penuh dirinya. 

Penutup

Kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan 
rumah tangga tidak hanya terjadi karena adanya 
kekecewaan suami terhadap istri. Ada hal yang jauh 

lebih mendalam yang menjadi faktor utama terjadinya 
kekerasan tersebut yaitu bagaimana individu 
memandang pasangannya. Kekerasan yang terjadi 
dalam rumah tangga merupakan implikasi dari 
hubungan hierarkis gender dalam terminologi 
ordinat dan subordinat yang menciptakan pola 
hubungan itu sendiri menjadi tidak harmonis.10 
Kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami 
oleh masyarakat Karo juga tidak terlepas dari 
konstruksi patriarkal adat yang menjadi roh sosial 
dan merasuk dalam tubuh rumah tangga. JackD 
Douglas dan Frances Chaput Waksler menyatakan 
bahwa istria atau suami yang memandang statusnya 
lebih tinggi dari pasangannya akan berpotensi besar 
untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya.11 
Ada beberapa faktor dalam budaya masyarakat Karo 
yang melatarbelakangi pemahaman laki-laki yang 
menstimulus tindakan kekerasan terhadap 
perempuan. Faktor-faktor ini tidak terlepas dari 
model relasi tradisional yang memiliki pola hubungan 
yang hierarkis. Sifat dominatif laki-laki terhadap 
perempuan memuluskan jalan bagi laki-laki untuk 
melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. 
Istri yang dipandang sebagai komoditas yang sudah 
dibeli dan telah dikuasai sepenuhnya oleh sang suami 
akan menjadi pembenaran untuk melakukan 
tindakan apapun terhadap pasangannya termasuk 
tindakan kekerasan. Tertutupnya ruang bagi orang 
tua dan kerabat perempuan untuk memonitoring 
jalannya kehidupan perkawinan perempuan dalam 
budaya Karo menjadi salah satu faktor yang membuat 
laki-laki lebih leluasa untuk melakukan tindakan 
kekerasan terhadap perempuan. 

Anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan 
merupakan hal yang biasa dan aib keluarga yang 
tidak perlu dimunculkan ke permukaan merupakan 
satu bentuk pemaksaan sosial melalui adat untuk 
melegitimasi kekuasaan laki-laki terhadap 
perempuan. Hal ini juga membuka pintu yang lebar 
bagi laki-laki untuk terus melakukan tindakan 
kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan yang dialami 
oleh perempuan suku Karo juga merupakan realisasi 
dari pandangan tentang kepemilikan akan tubuh 
perempuan itu sendiri. Upacara Nengget telah 
membuktikan bahwa tradisi adat Karo telah membuat 
perempuan kehilangan otoritas atas tubuhnya 
sendiri. Hampir 40 % kekerasan fisik yang dialami 
oleh perempuan di Tanah Karo memperkuat fakta 
bahwa model relasi tradisional merambah jauh ke 
relung tubuh perempuan. Kekerasan fisik merupakan 
bentuk opresi terhadap kepemilikan perempuan 

Lorensia Berlian Br Brahmana
Otoritas Tubuh Perempuan dalam Upacara Nengget Tanah Karo:

Kajian Akar Kekerasan Terhadap Perempuan



26

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 1, Februari 2015

akan tubuhnya. Ketika perempuan mengalami 
tindakan kekerasan fisik dari suaminya ia telah 
kehilangan kontrol atas tubuhnya karena perempuan 
itu sendiri telah dikonstruksi untuk menerima 
kekerasan sebagai hal yang wajar. Dapat dikatakan 
bahwa ketimpangan gender dan dominasi patriarki 
dalam budaya masyarakat Karo merupakan salah 
satu faktor yang mendasar yang memengaruhi 
kekerasan terhadap perempuan.
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